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KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Lulusan IPDN.
Pelantikan. Pamong Praja Muda.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG

PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Menimbang

SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk memantapkan tanggung jawab dan
komitmen terhadap Ilulusan Institut Pemerintahan
Dalam Negeri dalam mengabdi kepada Bangsa, Negara
dan masyarakat perlu pelantikan lulusan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja
Muda;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2012 tentang Pengukuhan Lulusan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja
Muda sudah tidak sesuai dengan perkembangan
kebutuhan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tentang Pelantikan Lulusan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Pamong Praja
Muda;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
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10.
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam
Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut
Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG
PRAJA MUDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat IPDN,
adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
kepamongprajaan dengan metoda pengajaran, pengasuhan dan
pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3. Rektor adalah Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
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